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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas penerimaan Retribusi 
Daerah, dan Efisiensi penerimaan Retribusi Daerah, serta Untuk mengetahui 
seberapa besar kontribusi  Retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan 
Data Time series yang diperoleh dari Badan pendapatan Daerah, Data yang 
dikumpulkan antara lain; data retribusi, biaya pemungutan retribusi dan data 
Pendapatan asli daerah  data dianalisis secara deskriptif. Hasil analisis diperoleh 
bahwa pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Badan pendapatan daerah 
Kabupaten Enrekang cukup efektif dan efisiensi pemungutan retribusi masih 
kurang, kemudian kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan asli daerah 
cukup besar. 
Kata Kunci : Retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah  
ABSTRACT 
This research aims to know the effectiveness of the reception Area, Levy and the 
efficiency of the reception Area, as well as Retribution to know how large the 
contribution Levy area against the original Revenue areas in the Regency 
Enrekang Province South Sulawesi this research using Time series Data gleaned 
from the income Data gathered districts, among others; levy, the cost of data 
collection and data Revenue levy native data analyzed are descriptive. Analysis 
of the results obtained that the poll conducted by levy Revenue Agency Enrekang 
Regency area are not yet effective and the efficiency of the collection of levies 
are lacking, then the contribution of retribution against the original Revenue areas 
areas simply large 
Keywords : Levy Area. Locllay generated revenue 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Era pemerintahan Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan sistem 
pemerintahan yang bersifat sentralistik.Hal ini menyebabkan pembangunan 
daerah daerah di Indonesia lebih didominasi oleh pusat sehingga terjadilah 
ketimpangan pembangunan antar pusat dan daerah di Indonesia.Oleh sebab itu, 
maka daerah-daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya otonomi daerah 
yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus 
daerahnya masing-masing. Penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah 
mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, 
otonomi adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan. 
Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem 
perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaannya. Seiring dengan 
diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah desentralisasi 
fiskal.Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung 
jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.Seiring  
diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan 
kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya 
sesuai potensi dan kapasitas daerah masing-masin.  
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan dan Setiap 
daerah diberikan kebebasan untuk mencari sumber penerimaan daerahnya 
sendiri yang dapat mendukung anggaran pengeluaran daerah tersebut. Bererah 
dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah, penerimaan daerah dalam pelaksanaan 
desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.  Menurut Marihot 
P. Siahaan , Retribusi Daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan 
oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan.  
Menurut Ahmad Yani Daerah provinsi, kabupaten atau kota diberi peluang 
didalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan melalui 
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menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan tersebut, sepanjang 
memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan juga  sesuai dengan aspirasi 
masyarakat. Retribusi daerah untuk setiap daerah di Indonesia berbeda-beda 
sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Oleh karena itu pendapatan asli 
daerah (PAD) juga berbeda-beda.Demikian halnya di Kabupaten Enrekang 
pendapatan asli daerahnya banyak di pengaruhi oleh faktor potensi daerah 
kabupaten tersebut. Kabupaten Enrekang sebagai salah satu kabupaten di 
provesnsi Sulawesi selatan yang memeliki beraneka ragam potensi daerah yang 
menopang pendapatan asli daerah tersebut, namun demikian pendapatan asli 
daerah belum dapat menunjang target penerimaan daerah tersebut. 
Kabupaten Enrekang dikenal sebagai daerah penghasil Hortikultura.Truk-
truk mendistribusikannya ke berbagai daerah di Sulsel dan Pulau Sulawesi, 
hingga provinsi lain, seperti Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua.Jenis 
komoditas hortikultura yang diantar pulaukan biasanya yang tidak cepat busuk 
atau layu, seperti bawang merah, kacang merah, kentang, dan wortel. Aktivitas 
bercocok tanam perlahan-lahan kembali menggeliat ketika Pemkab Enrekang 
membangun STA seluas 2 hektar pada tahun 2006 dengan bantuan APBN 
sebesar Rp 1 miliar. STA yang khusus melayani penjualan grosir komoditas 
hortikultura itu menampung hasil panen dari berbagai sentra penghasil di 
Enrekang, seperti Baroko, Alla, Masalle, dan Anggeraja. Kepala STA Sumillang 
(Aswin Rizal Harahap, 2011), Muhammad Ichsan, mengatakan, sebanyak 18 
jenis komoditas hortikultura diperjualbelikan di pusat agribisnis yang berjarak 35 
kilometer dari pusat kota Enrekang. Sembilan jenis di antaranya merupakan 
komoditas unggul dari Enrekang, yakni kubis, daun bawang, kentang, tomat 
sayur, tomat buah, bawang merah, cabai merah, wortel, dan kacang merah.Hal 
ini mengindikasikan bahwa Enrekang memiliki potensi yang besar dengan 
penghasil Hortikultural. 
Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan (Desk Informasi, 2013), 
meresmikan Pasar Cakke, di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Selasa 
(19/2). Revitalisasi pasar ini untuk mendukung ketersediaan bahan pokok dan 
mendorong kelancaran arus barang antar daerah di kawasan tersebut Pasar 
Cakke, kata Mendag Gita Wirjawan, menampung produk unggulan khas daerah 
untuk promosi. Beberapa produk unggulannya, antara lain Sarabba berupa 
minuman hangat dari jahe yang dicampur dengan rempah-rempah, dan Dangke 
yaitu makanan yang terbuat dari susu kerbau atau sapi yang dikentalkan dan 
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difermentasi, sehingga memiliki tekstur seperti tahu dan rasa seperti keju, selain 
itu Enrekang juga memiliki kopi kalosi  sebagai salah satu produk unggulan. Kopi 
fKalosi merupakan salah satu jenis kopi Arabika terbaik di dunia dan digemari 
khususnya oleh masyarakat Eropa dan Amerika. Penerimaan pendapatan asli 
daerah kabupaten Enrekang untuk priode 2012-2016 dapat kita lihat seperti pada 
table berikut ini; 
Table 1.1 
Penerimaan Retribusi Daerah Di Kabupaten Enrekang 
Provinsi Sulawesi Selatan 
Tahun Retribusi Daerah 
2012 7,098,371,380 
2013 9,329,297,320 
2014 13,393,457,919 
2015 15,557,657,681 
2016 19,879,314,053 
2017 21,472,509,412 
Sumber, Badan Pusat Statistik Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
Table tersebut diatas memperlihatkan jumlah PAD dengan presentase 
sangat kecil jika di bandingkan dengan potensi daerah jika di bandingkan oleh 
potensi yang di miliki oleh kabupaten Enrekang. Hal ini perlu dikaji dan di teliti 
tentang faktor-faktor yang ikut mempengaruhi penerimaan pendapatan asli 
daerah Kabupaten Enrekanbg, karena hal di atas merupakan fenomena yang 
ironis melihat potensi SDA yang dimiliki oleh Enrekang sangat besar. Terdapat 
beberapa daerah yang memiliki komoditaspenghasil pertanian yang memasok 
dalam jumlah besar.  
TINJAUAN TEORI 
Otonomi Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari system 
perencanaan, pembiayaan, maupun pelaksanaannya. 
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Dengan demikian, setiap daerah diberikan kebebasan untuk mengurus 
rumah tangga daerahnya sendiri secara bertanggung jawab. Dalam rangka 
pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan adanya visi yang jelas serta 
keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahannya 
sendiri secara konsisten dan bertanggung jawab. Menurut Rasyid (2005), visi 
otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkupnya yang utama, 
yaitu di bidang politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Dalam bidang politik, 
karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan 
demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka 
ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis 
memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsive 
masyarakat terhadap kepentingan luas, dan memelihara suatu mekanisme 
pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggung jawaban publik. 
Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah di satu pihak harus menjamin 
lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan di lain pihak 
terbukanya peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan 
regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di 
daerahnya. Dalam bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola 
sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial dan pada 
saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif 
terhadap kemampuan masyarakat dalam merespon dinamika kehidupan di 
sekitarnya. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, maka diperlukan adanya 
koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta peran aktif dari 
masyarakat setempat. 
Dilaksanakannya otonomi daerah di Indonesia, terdapat beberapa 
keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu:  
1. Terdapat sebagian kegiatan yang lebih efisien bila dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah.  
2. System pemerintahan dengan otonomi daerah akan lebih mampu 
menyediakan jasa pelayanan publik yang bervariasi sesuai dengan 
keinginan masyarakat setempat.  
3. Dengan daerah yang lebih sempit, diharapkan dapat meminimalisir 
kesalahan dalam pengambilan keputusan, sehingga proses pengambilan 
keputusan menjadi lebih cepat dan efisien.  
4. Lebih bervariasi dalam sistem ekonomi dan politik.  
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5. Setiap daerah saling bersaing untuk menjadi lebih baik dari daerah lainnya. 
Disentralisasi Fiskal 
Manajemen pemerintah daerah di Indonesia saat ini telah memasuki 
erabaru seiring dengan diberlakukannya kebijaka n desentralisasi fiskal oleh 
pemerintah. Kebijakan desentralisasi fiskal ini tertuang dalam Undang-Undang 
No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 
25Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
danPemerintah Daerah yang diberlakukan secara efektif sejak bulan Januari 
tahun2001 (UU ini dalam perkembangannya diperbaharui dengan 
diberlakukannyaUU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004). 
Pemberlakuan undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk dapat 
menggali potensi local dan meningkatkan kinerja keuangan daerah dalam rangka 
mewujudkankemandirian daerah. 
Sumber-sumber Penerimaan Daerah 
Brata kusumah dan Solihin (2003) menyatakan bahwa penyelenggaraan 
tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban 
APBD. Adapun yang menjadi sumber-sumber penerimaan daerah dalam 
pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah sebagai berikut : 
1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari 
sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  
2. Dana Perimbangan, yaitu sumber pendapatan daerah yang berasal dari 
APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam 
mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan 
pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana 
Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana 
alokasi Khusus.  
3. Pinjaman Daerah, yaitu pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah 
yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau 
harta tetap lain yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan 
penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta 
memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.  
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4. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah 
lainnya yang dipisahkan, antara lain, bagian laba, dividen, dan penjualan 
saham milik daerah.  
5. Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain, hibah, Dana Darurat, dan 
penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dana perimbangan 
adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dinyatakan 
bahwa dana perimbangan terdiri atas sebagai berikut : 
1. Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) perorangan, 
dan penerimaan dari sumber daya alam.  
2. Dana Alokasi Umum (DAU) atau sering disebut juga dengan block grant 
yang besarnya didasarkan atas formula.  
3. Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK identik dengan special grant yang 
ditentukan berdasarkan pendekatan kebutuhan yang sifatnya insidental dan 
mempunyai fungsi yang sangat khusus, namun prosesnya tetap dari bawah 
(bottom-up).  
Selain itu, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa 
pinjaman daerah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam 
rangka pelaksanaan desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam APBD. 
Pinjaman daerah dapat bersumber dari dalam dan luar negeri. 
Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah 
yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian 
suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut 
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berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
meliputi:  
1. Pajak daerah;  
2. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) 
daerah;  
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba 
dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan  
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.  
Salamm (2002) menyatakan bahwa bagi daerah, PAD ini jelas sumber 
dana yang diperoleh berdasarkan inovasi dan kreasi pemerintah daerah untuk 
menciptakan sumber pendapatan baru. Oleh karena itu, banyak pemerintah 
daerah yang “rajin” bersama DPRD mencari peluang-peluang baru sebagai 
sumber pemasukan kas daerah. 
Pajak Daerah  
Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara 
(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan 
terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali 
(kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk 
membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. Ditinjaudari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi 
dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah.Pajak pusat 
adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, 
yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya 
digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan 
(Siahaan, 2005).  
Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah 
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orangpribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkanUndang-Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalansecara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerahbagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
 Retribusi Daerah 
Menurut Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang retribusi daerah, 
retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
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pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan atau di berikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 
Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena 
adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara 
perorangan.Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, saat ini 
penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah.Jadi retribusi 
yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah (Siahaan, 2005). 
Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Retribusi 
Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dana 
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
Badan. 
Termasuk golongan dan jenis retribusi daerah adalah: 1) Jenis-jenis 
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu yang 
ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasarkan kriteria yang ditetapkan 
dalam undang-undang, 2) Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis 
retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah sesuai dengan 
kewenangan otonominya (Elmi, 2002). Adapun yang menjadi objek retribusi 
berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah jasa umum, jasa usaha 
dan perizinan tertentu. Dengan demikian, jenis retribusi menurut Undang-Undang 
No. 28 Tahun 2009 dibagi atas tiga golongan, yaitu sebagai berikut : 
Retribusi Jasa Umum;  
Jasa umum merupakan jasa yang disediakan atau di berikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat 
umum. Bentuk jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintahan 
Daerah kepada masyarakat umum diwujudkan dalam jasa pelayanan. Dengan 
demikian, Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan terhadap orang 
pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang 
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah.  
Retribusi Perizinan Tertentu. 
Retribusi perizinan, memiliki peran ganda. Selain berfungsi utama sebagai 
pengatur, retribusi perizinan juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. 
Tepatnya, fungsi utama retribusi periinan meerupakan instrumen yang digunakan 
melakukan pengaturan,pembinaan, pengendalian, maupun pengawasan. Hal ini 
dimaksudkan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 
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llingkungan. Pengaturan, pengawasan, pengendalian dan pengarahan ini 
diperlukan aggar masyarakat tidak sesuka hatinya melakukan kegiatan ekonomi 
dan kegiatan lainnya diluar ketentuan yang diberikan oleh pemerintah daerah 
yang dapat memmbhayakan kepentingan umum dann kelestarian lingkungan.  
Bagian Laba Perusahaan Daerah 
Menurut Elmi (2002), selain pajak daerah dan retribusi daerah, bagian laba 
perusahaan milik daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber yang cukup 
potensial untuk dikembangkan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh 
perusahaan milik daerah seperti kelemahan manajemen, masalah kepegawaian 
dan terlalu banyak campur tangan pejabat daerah dan sebagainya, telah 
menyebabkan kebanyakan perusahaan daerah berjalan tidak efisien.Dalam 
menghadapi beban dan kurang mandiri, sehingga kebanyakan merugi dan 
menjadi beban APBD. Perusahaan daerah seperti perusahaan air bersih 
(PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), hotel, bioskop, percetakan, 
perusahaan bis kota dan pasar adalah jenis-jenis BUMD yang memiliki potensi 
sebagai sumber-sumber PAD, menciptakan lapangan kerja atau mendorong 
pembangunan ekonomi daerah. 
Menurut teori ada tiga kiat dalam memilih bidang usaha yang dapat 
membantu mengembangkan perusahaan daerah.Pertama, harus ada pemisahan 
antara pembuat kebijaksanaan (eksekutif) dengan bagian keuangan agar 
menghasilkan pelayanan yang efisien.Maksudnya memberikan keleluasaan 
kepada para eksekutif dalam membuat kebijakan penentuan harga, produksi dan 
pegawai dan sebagainya.Sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab yang 
lebih besar.Kedua, produk yang dihasilkan harus laku dijual, berkualitas baik dan 
bermanfaat sebagai private good. Ketiga, cara menetapkan harga harus 
didasarkan pada hubungan antara biaya produk dengan harga jual kepada 
konsumen perorangan. Dengan demikian perusahaan daerah minimal dapat 
mencapai kondisi break even dan selanjutnya dapat memperoleh keuntungan, 
misalnya perusahaan jalan tol. 
METODE PENELITIAN 
Teknik Analisis Data 
1. Metode Deskriptif Kuantitatif 
Metode ini digunakan untuk melihat dan membandingkan kontribusi 
PAD terhadap total penerimaan daerah serta kontribusi komponen PAD 
terhadap total penerimaan PAD dari waktu ke waktu dalam suatu series data 
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selama periode tahun 2012-2017, dengan melihat indeks perkembangannya 
baik dari segi besaran maupun perkembangannya.  
a. Untuk mengetahui efektifitas Penerimaan Retribusi Daerah digunakan 
Rumus berikut: 
          Realisasi penerimaan Retribusi 
 x 100%  
                     Target Penerimaan Retribusi 
 
b. Untuk mengetahui efisiensi penerimaan Retribusi Daerah maka 
digunakan rumus berikut: 
     Biaya pemungutan araetribusi 
 x 100%  
           Realisasi penerimaan Retribusi 
 
c. Untuk mengetahui Kontribusi retribusi Daerah maka digunakan rumus 
berikut: 
Penerimaan PAD 
Kontribusi PAD =     x 100%  
                                       Total Penerimaan Daerah 
 
                                Keterangan : 
kontribusi PAD 
Penerimaan PAD 
Total penerimaan PAD 
100 % 
Analisis ini juga dapat digunakan untuk melihat kontribusi komponen PAD 
terhadap total penerimaan PAD. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian  
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga 
daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk 
mencukupi keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan, 
maka dibutuhkan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam anggaran 
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pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada setiap daerah, pendapatan asli 
daerah adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan daerah. 
 Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam 
mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan 
perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta 
jalannya roda pemerintahan di Kota makassar. Berikut ini penulis menyajikan 
data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 
2012 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa 
PAD Kabupaten Enrekang dalam enam tahun terakhir mengalami perubahan 
yang beragam. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 
 
Tabel 4.2 
Target Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang 
tahun 2012-2017 
Tahun Anggaran Pendapatan Daerah 
Target Realisasi 
2012 20,554,239,507 21,348,452,386 
2013 23,765,694,464 25,954,477,944 
2014 37,641,158,766 33,945,145,644 
2015 47,130,000,000 39,340,370,536 
2016 54,737,000,000 49,147,403,707 
2017 79,965,000,000 60,022,821,580 
Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2012-2017 
Dalam kurun waktu enam tahun terakhir yakni tahun 2012 sampai tahun 
2016,Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang mengalami kenaikan 
tiap tahunnya. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang 
yang terus menerus ditahunnya disebabkan karena telah efektifnya realisasi 
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Enrekang yaitu program 
intensifikasi dan ekstentifikasi pajak yaitu penarikan pajak sudah optimal. Hal ini 
dapat dilihat dari tabel 4.2 diatas dimana pada tahun 2012 besarnya  pendapatan 
asli daerah adalah Rp. 21,348,452,386 dan terus meningkat hingga tahun 2017 
yang menjadi Rp. 60,022,821,580 
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2. Penerimaan Retribusi Daerah  
Tabel 4.3 
Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Enrekang tahun 
2012 - 2017 
Tahun Anggaran Besar Retribusi Daerah (Rp) 
2012 7,098,371,380 
2013 9,329,297,320 
2014 13,393,457,919 
2015 15,557,657,681 
2016 19,879,314,053 
2017 21,472,509,412 
Jumlah Rata – rata pertahun 14,455,101,294 
Sumber : Bapenda Kabupaten Enrekang 
Tabel 4.4 
Efektivitas Penerimaan Retribusi daerah di Kabupaten Enrekang Pada 
tahun 2012-2017 
Tahun Retribusi Daerah 
Target Realisasi 
2012 9,111,801,407 7,098,371,380 
2013 11,502,343,500 9,329,297,320 
2014 21,957,428,963 13,393,457,919 
2015 19,802,406,960 15,557,657,681 
2016 22,609,497,500 19,879,314,053 
2017 28,286,015,062 21,472,509,412 
 
2012   
             
             
        = 77,90 
2013   
             
              
   100% = 81.10 
2014  
              
              
        60.99 
2015  
              
              
        = 78.56 
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2016  
              
              
   100 % = 87.92 
2017  
              
              
        = 75,91 
Pada tabel 4.4 di lihat pada tahun 2012 target Retribusi daerah sebesar 
9,111,801,407 dan realisasi retribusi daerah sebesar 7,098,371,380 x100% 
=77,90, Pada tahun 2013 Rarget retribusi daerah sebesar 11,502,343,500 dan 
realisasi Retribusi Daerah sebesar 9,329,297,320 x 100= 81.10, Pada tahun 
2014 Retribusi daerah Sebesar 21,957,428,963 dan realisasi Retribusi Daerah 
sebesar 13,393,457,919 x 100=60.99,Pada tahun 2015 Target Retribusi Daerah 
sebesar 19,802,406,960 dan realisasi Retribusi daerah sebesar 15,557,657,681x 
100=78.56, pada tahun 2016 target retribusi daerah sebesar 22,609,497,500 dan 
realisasi Retribusi Daerah sebesar 19,879,314,053 x 100=87.92, Pada tahun 
2017 target Retribusi daerah sebesar 28,286,015,062 dan realisasi Retribusi 
daerah sebesar 21,472,509,412 x 100= 75,91 
Tabel 4.5 
Efisiensi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang Pada tahun 
2012-2017 
Tahun Retribusi Daerah 
Biaya Pemungutan Retribusi Penerimaan 
2012 1,338,016,146. 7,098,371,380 
2013 1,410,889,773. 9,329,297,320 
2014 3,289,074,000. 13,393,457,919 
2015 4,427,380,258. 15,557,657,681 
2016 5,398,307,000. 19,879,314,053 
2017 6,276,183,981 21,472,509,412 
 
2012   
             
             
        = 18,84 
2013   
             
             
   100% = 15,12   
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2014  
             
              
       24,55 
2015  
             
              
        =28,45 
2016  
             
              
   100 % = 27,11 
2017  
             
              
        = 29.22 
Pada tahun 2012 Biaya pemungutan Retribusi daerah sebesar 
1,338,016,146., dan penerimaan retribusi daerah sebesar 7,098,371,380 X 
100=18,84, Pada tahun 2013 biaya pemungutan Retribusi Daerah sebesar 
1,410,889,773, dan Retribusi penerimaan Retribusi daerah sebesar 
9,329,297,320 x 100=18.46, Pada tahun 2014  Pemungutan retribusi Daerah 
sebesar 3,289,074,000. dan retribusi penerimaan Retribusi daerah sebesar 
13,393,457,919 x 100=24,55, Pada tahun 2015 pemungutan Retribusi Daerah 
sebesar 4,427,380,258 dan retribusi penerimaan Retribusi daerah sebesar 
15,557,657,681 x 100= 28,45 Pada tahun 2016 Pemungutan Retribusi Daerah 
sebesar 5,398,307,000. dan retribusi penerimaan Retribusi daerah sebesar 
19,879,314,053 x 100= = 27,11 Pada tahun 2017 Pemungutan Retribusi daerah 
sebesar 6,276,183,981 dan Retribusi penerimaan sebesar 21,472,509,412 X 100 
=29.22.  
Tabel 4.6 
Kontribusi Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang pada 
tahun 2012-2017 
Tahun  PAD Retribusi Daerah 
2012 21,348,452,386 7,098,371,380. 
2013 25,954,477,944 9,329,297,320. 
2014 33,945,145,644 13,393,457,919. 
2015 39,340,370,536 15,557,657,681. 
2016 49,147,403,707 19,879,314,053. 
2017 60,022,821,580 21,472,509,412. 
 
2012   
              
              
        = 30,07 
2013   
              
              
   100% = 27,82 
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2014  
              
               
        25,34 
2015  
              
              
        = 25,28 
2016  
               
               
   100 % = 24,72 
2017  
              
              
        = 22,88 
Berdasarkan tabel 4.6 dapat di lihat bahwa kontribusi retribusi daerah di 
kabupaten Enrekang terhadap pendapatan asli daerah sudah cukup besar,   . 
Pada tahun 2012 penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah 
sebesar 30,75. selanjutnya pada tahun 2013 penerimaan retribusi daerah 
menurun sebesar 27,82, untuk tahun 2013 penerimaan retribusi daerah terhadap 
pendapatan asli daerah kembali menurun sebesar 25,34, pada tahun 2015 
penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kembali menurun 
sebesar 25,28, tahun 2016 penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan 
asli daerah kembali menurun sebesar 24,72 dan terahir pada tahun 2017 
mengalami menurunan sebesar 228.88. dapat di simpulkan bahwa penerimaan 
retribusi daerah 6 tahun terakhir cukup besar walaupun setiap tahun cenderung 
mengalami penurunan. 
Hasil Pembahasan 
Hasil analisis yang telah di paparkan dalam penelitian ini, dapat di lihat 
bahwa penerimaan PAD di kabupaten Enrekang 2017 mengalami  poenurunan di 
mana hasil analisis dapat di lihat pada tabel 4.6  dan gambar 4.2 sehingga 
persentase belum mencapai target yang telah di tentukan. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah kabupaten Enrekang 
belum tercapai sepenuhnya, factor yang menjadikan tidak tercapainya 
persentase kontribusi retribusi daerah di karenakan adanya hambatan yang di 
hadapi pemerintah kabupaten Enrekan dalam menetapkan retribusi daerah.  
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PENUTUP 
Simpulan  
Berdasarkan hasil analisis pada BAB IV maka di sajikan beberapa kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten enrekang Pada 2012-
2017 Di lihat secara keseluruhan selama 6 tahun terahir rata rata target dan 
retribusi daerah di kategorikan Cukup Efektif terhadap Penerimaan  retribusi 
daerah di Kabupaten Enrekang. 
2. Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang Pada 2012-
2017. Mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2017 mengalami naik turun , dan di 
lihat secara keseluruhan selama 6 tahun biaya Penerimaan Retribusi Daerah 
Kurang  Efisien dalam pemungutan biaya Retribusi Daerah di kabupaten 
Enrekang 
3. Kontribusi Retribusi daerah Pada Tahun 2012-2017 di Kabupaten Enrekang 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Cukup besar, Walaupun setiap tahun 
mengalami penurunan dilihat dari Rata-rata perolehan Nilai. 
Saran  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka disarankan yang nantinya  dapat 
menunjang pelaksanaan pemungutan retribusi pasar, antara lain sebagai  
berikut.  
1. Untuk lebih optimalnya kedepan, maka sistem dan mekanisme pelaksanaan 
pemungutan retribusi Daerah harus sesuai dengan aturan yang berlaku.  
2. Untuk fasilitas petugas dalam hal ini karcis yang digunakan untuk menarik 
pembayaran, agar didesain sedemikian rupa sehingga tidak mudah disalah 
gunakan. 
3. Kepala Badan  mendampingi kolektor dalam melakukan pemungutan retribusi 
Daerah, serta harus ada koordinasi lebih lanjut terkait uji petik antara Dinas 
Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan dengan Badan Pendap.  
4. Untuk lebih maksimalnya pemungutan maka diusahakan kolektor bisa lebih 
komunikatif pada saat melakukan penagihan.  
5. Untuk peneliti berikut dapat melanjutkan penelitian ini dengan metode 
penelitian lain. 
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